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ABSTRAK 

 

IMPLIKASI PEMBIAYAAN SEKTOR PUBLIK OLEH PEMERINTAH 

DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH DI 

KECAMATAN RUMBIA 

 

Oleh : 

EKA RAHAYU 

NPM. 13111989 

 

Penelitian ini menitik beratkan pada pembiayaan sektor publik untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yaitu : Bagaimana Pembiayaan Sektor Publik di 

Kecamatan Rumbia dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah? Dengan 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif lapangan (file research). Penelitian 

ini mengambil sumber hukum perimer dari peraturan perundang-undangan dari 

APBN dan APBD. Kemudian mengambil sumber data dari sumber data sekunder 

berupa dalil dari Al-Qur’an.  

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menilai seberapa jauh konsep 

pembiayaan sektor publik berperan dalam perencanaan anggaran keuangan daerah 

di Kecamatan Rumbia. Sedangkan pembiayaan sektor publik yang paling utama 

adalah sebagai alat perencanaan pembangunan Kecamatan Rumbia. Kemudian 

pembiayaan menggambarkan tentang kondisi anggaran dari suatu organisasi yang 

mencakup pada pendapatan dan pengeluaran suatu daerah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran perencanaan keuangan 

daerah di Kecamatan Rumbia adalah efektif, karena penerimaan daerah meningkat 

secara berkesinambungan sejalan dengan pertumbuhan perekonomian daerah. 

Kendati demikian masih mengalami cukup banyak tantangan dari segi waktu dan 

anggaran. Alokasi pada pembiayaan sektor publik telah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan maupun secara hukum ekonomi syariah yaitu demi 

kemaslahatan masyarakat banyak. Dari hasil penelitian walau masih banyak 

ditemukan kendala kendati demikian pemerintah Kecamatan Rumbia masih tetap 

mendampingin pembiayaan sektor publik untuk kesejahteraan masyarakat di 

Kecamatan Rumbia. 
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MOTTO 

 

 

  ..             ...  

“Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia 

Allah.... (QS. Muzzammil:20) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pembiayaan sektor publik berkembang semakin pesat, hal ini 

disebabkan karena adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan 

pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan 

pada pemerintah daerah. Munculnya UU No.22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tetang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya Undang-Undang 

ini mengalami revisi menjadi UU No. 32 tahun 2004.  

Melalui Undang-Undang ini pemerintah menerapkan sistem 

pemerintah desentralisasi sebagai pengganti sentralisasi otoritas yang 

dianggap tidak lagi relevan dalam menciptakan stabilitas nasional. 

Konsekuensi dari perubahannya paradigma tersebut adanya perubahan 

penyelenggaraan pemerintah di berbagai aspek terutama dalam aspek 

keuangan. 

Dengan adanya perubahan peraturan ini diharapkan keuangan daerah 

dapat meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan 

pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar pembiayaan 

pemerintahan, dengan harapan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Keberhasilan otonomi daerah salah satu indikatornya dalah adanya 

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, 



 

 

2 

kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerintahan, serta 

adanya hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah. 

Dalam Pembiayaan sektor publik anggaran memiliki beberapa fungsi, 

namun fungsi anggaran yang paling utama adalah sebagai alat perencanaan 

dan alat pengendalian. Sebagai alat perencanaan anggaran memberikan target 

yang harus dicapai pemerintah dalam suatu periode. Sedangkan sebagai alat 

pengendalian memberikan batasan-batasan tertentu dalam melakukan belanja 

daerah. Anggaran juga dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengukuran 

kinerja pemerintah daerah. 

Pelaksanaan otonomi daerah membawa tiga misi utama yaitu : (1) 

menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (2) 

meningkatkan kualitas pelayanan umum kesejahteraan masyarakat, (3) 

memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta 

(berpartisipasi) dalam peroses pembangunan. 

Dalam perspektif perencanaan, daerah sangat membutuhkan aparat 

daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas tinggi, bervariasi 

strategik dan mampu berfikir strategik, serta memiliki moral yang baik 

sehingga dapat mengelola pembangunan daerah benar-benar mencerminkan 

kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang 

dihadapi daerah. Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik (public 

money) telah dilakukan sebagaimana mestinya (sesuai konsep value for 

money), perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah daerah. 

Sesuai amant UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

nomor 12 tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, menyebutkan bahwa keberhasilan suatu daerah dapat 

diukur dari terealisasinya anggaran keuangan daerah. 

Agama Islam mengajarkan bahwa kehidupan ini harus didasarkan 

kepada kemaslahatan. Maka oleh sebab itu pembiayaan sektor publik juga 

harus berlandaskan kemaslahatan bagi masyarakat banyak di suatu daerah 

yang sudah diberikan kebijakan otonomi daerah.
1
 Landasan utama dalam 

penelitian ini adalah Agama Islam dari dalil didalam Al-Qur’an: Manusia 

diajarkan untuk senantiasa konsisten dan optimal dalam berusaha. Oleh 

karena itu, setiap insan wajib untuk berusaha dalam hal ini sebagai firman 

allah dalam al-quran surat Ar-rad ayat 11: 

                            

                                 

             

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah.Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan  yang ada pada diri mereka 

sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

                                                           
1 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah, Jakarta:Kencana,2016,h.202 
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kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Rad ayat 11)
2
 

 

Pembiayaan sektor publik merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam mengkonsep dan mengatur tatanan pemerintahan daerah untuk 

mengembangkan suatu daerah demi kemaslahatan mayarakat banyak. Oleh 

sebab itu hukum ekonomi syari’ah sangat penting untuk memahami konsep 

pembiayaan sektor publik baik itu secara peraturan perundang-undangan dan 

secara kajian hukum ekonomi syari’ah.  

Segala aktifitasnya sektor publik tersusun di seluruh kegiatan dan 

program kerjanya dalam sebuah anggaran. Peran utama dari pemerintah 

dalam pembiayaan sektor publik adalah penyedia informasi pembiayaan yang 

akan digunakan oleh pemerintah dalam melakukan fungsi perencanaan dan 

pengendalian pembiayaan sektor publik. Pembiayaan sektor publik adalah 

alat untuk mengatur tatanan suatu daerah supaya mengalami peningkatan 

perekonomian yang membaik dari tahun ketahun. 

Bapak Eko Meidianto menyatakan bahwa Pembiayaan sektor publik 

oleh pemerintah merupakan bagian terpenting dari menyediakan sarana, 

prasarana, fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim 

pelayanan yang memadai dan memberikan pertanggung jawaban terhadap 

pelayanan yang diselenggarakan serta membantu masyarakat dalam 

memahami hak dan tanggung jawabnya. Keterpaduan antara pembiayaan 

                                                           
2 Q.S. Ar-Rad ayat 11 



 

 

5 

yang dilakukan oleh pemerintahan kecamatan rumbia dengan swasta dan 

masyarakat secara umum ternyata belum dapat diwujudkan secara maksimal. 

Kondisi ini terlihat masih banyaknya kebijakan, program, dan kegiatan 

pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah belum sesuai dengan apa yang 

diperlukan oleh masyarakat. 

Berdasarkan survai dan permasalahan yang diuraikan maka dapat 

dijelaskan bahwa dikecamatan rumbia dipilih lokasi penelitian dengan 

pertimbangan, terdapat penyimpangan pembiayaan sektor publik yang dapat 

merugikan salah satu pihak yaitu dapat dikatakan masyarakat. Apabila  

ditinjau hukum ekonomi syariah pembiayaan sektor publik bertujuan sebagai 

pemenuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat dan 

undang-undang yang ada dipemerintahan tersebut, seperti Perda.  

Terdapat kesenjangan antara teori dan kenyataan pembiayaan sektor 

publik antara pemerintah kecamatan dengan pihak masyarakat terkait 

implikasi pembiayaan sektor tersebut. Maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat. Maka 

peneliti melakukan penelitian dengan judul “IMPLIKASI PEMBIAYAAN 

SEKTOR PUBLIK OLEH PEMERINTAH DALAM PERSEPEKTIF 

HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS DI KECAMATAN 

RUMBIA”. 
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B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka peneliti dapat 

menyimpulkan sebuah pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana implikasi 

pembiayaan sektor publik dikecamatan rumbia dalam persepektif hukum 

ekonomi syari’ah? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui implikasi pembiayaan sektor publik 

oleh pemerintah yang merupakan pelaksanaan pemerintah kepada 

masyarakat menurut persepektif hukum ekonomi syari’ah. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat guna memberikan 

pemahaman kepada masyarakat terkait implikasi pembiayaan sektor 

publik itu berguna untuk apa saja dan dapat menambah wawasan 

tentang bagaiaman praktik pembiayaan sektor publik dimasyarakat 

yang sesuai persepektif hukum ekonomi syari’ah. 

b. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai menambah 

ilmu pengetahuan dibidang sektor publik terkait bagaimana implikasi 

sektor publik dari pemerintah kepada masyarakat. 
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D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan 

penelitian tersebut sedang atau telah diteliti oleh orang lain, sehingga yang ada 

dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian relevan antara lain : 

1. Skripsi dari karya Ones Gita Crystalia, “Kualitas Pelayanan Publik Di 

Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo” tahun karya ilmiah 

ini memfokuskan pada teori (1) kualitas pelayanan publik di Kantor 

Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, (2) Faktor pendukung dan 

penghambat pelayanan di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon 

Progo. Dalam skripsi di atas tidak membahas bagaimana pembiayaan 

sektor publik di kecamatan rumbia dalam persepektif hukum ekonomi 

syariah.
3
 

2. Skripsi dari karya retno murni sari, “Rencana anggaran keuangan daerah 

basis konsep peran akuntansi sektor publik ( studi pada pemda kabupaten 

tulung agung)” karya ilmiah ini lebih memfokuskan mengenai menilai 

seberapa jauh konsep akuntansi sektor publik berperan dalam perencanaan 

anggaran keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung. Dimana peran 

akuntansi sektor publik yang paling utama adalah sebagai alat 

perencanaan. Sedangkan akuntansi keuangan menggambarkan tentang 

kondisi keuangan dari suatu organisasi yang mencakup pada pendapatan 

dan pengeluaran suatu daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

adalah anggaran perencanaan keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung 

                                                           
3Ones gita crystalia, “kualitas pelayanan publik dikantor kecamatan pengasih kabupaten 

kulon progo” yogyakarta: UNY,2015.  
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adalah efektif, karena penerimaan daerah meningkat secara 

berkesinambungan sejalan dengan pertumbuhan perekonomian daerah.
4
 

Berdasarkan hasil penelitian diatas atau karya ilmiah lainnya, maka 

penulis menyimpulkan bahwa penelitian tentang implikasi pembiayaan sektor 

publik oleh pemerintah dalam persepektif hukum ekonomi syariah(studi kasus 

di kecamatan Rumbia kabupaten Lampung Tengah) belum pernah diteliti 

sebelumnya dalam skripsi. 

 

                                                           
4Retno murni sari, “Rencana Anggaran Keuangan Daerah Basis Konsep Peran 

Akuntansi Sektor Publik (Studi Pada Pemda Kabupaten Tulung Agung)” Blitar:STIE kesuma 

negara blitar, 2016. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Pembiayaan Sektor Publik Oleh Pemerintah 

1. Pengertian Pembiayaan Sektor Publik 

Pengertian Pembiayaan sektor publik menurut Indra Bastian yaitu : 

“Mekanisme teknik dan analisa pembiayaan yang diterapkan para 

pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan 

departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, 

BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun para proyek-proyek kerjasama 

sektor publik dan swasta.:”
5
 

Menurut Sulistiyowati Mahsun, menyatakan bahwa : “Pembiayaan 

Sektor Publik adalah Seni (Keterampilan) dan ilmu mengelola transaksi 

atau kejadian yang setidaknya dapat diukut dengan uang menjadi laporan 

keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan atas 

pemerintah yang nantinya akan digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan publik”.
6
 

Menurut Mardiasmo bahwa: “Pembiayaan sektor publik memiliki 

pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan 

konsekuensinya dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu 

(ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi 

yang berbeda-beda. Dari sudut pandangan ilmu ekonomi, sektor publik 

                                                           
5Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga, 2006, h.6 

6Sulistyowati Mahsun, dk, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Sektor Publik, 

Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2007, h.11 
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dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan 

dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.”
7
 

Secara umum maka: “Pembiayaan merupakan suatu aktivitas yang 

memiliki tujuan.
8
 Tujuan pembiayaan diarahkan untuk mencapai hasil 

tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Pembiayaan yang 

digunakan pada sektor swasta maupun sektor publik mempunyai tujuan 

yang berbeda. Dari perspektif ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami 

sebagai suatu entitas yaitu aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk 

menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan persepktif ilmu ekonomi 

tersebut. Tujuan pembiayaan sektor publik adalah untuk memberikan 

pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik.” 

2. Dasar Hukum Pembiayaan Sektor Publik  

a. UUD 1945 Amandemen IV BAB VIII 

b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

c. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

d. UU No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung jawab keuangan Negara 

e. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

f. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah 

g. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

                                                           
7Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi, 2001, h.12 

8Arriffudin Haryanto, dkk., Akuntansi Sektor Publik, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2007, h. 6 
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h. Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Pemeendagri No. 59 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

i. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

j. Peraturan Daerah terkait.9 

 

UU No. 33 Tahun 2004 tentang sumber-sumber penerimaan daerah 

dalam pelaksanaan desentralisasi pasal 5 ayat (1) terdiri atas pendapatan 

daerah bersumber dari:  

(a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

(b) Dana perimbangan; 

(c) Lain-lain pendapatan; 

 

Sedangkan pembiaan bersumber dari :  

(a) Sisa lebih perhitungan pembiayaan daerah; 

(b) Penerimaan pinjaman daerah; 

(c) Dana cadangan daerah;
10

 

Pembiayaan sebagai alat pengendalian manajemen agar orang-

orang dalam organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi 

strategi, program kegiatan, dan pembiayaan bekerja sesuai dengan yang 

direncanakan dalam pembiayaan (on burget) dan tidak menyimpang dari 

pembiayaan (out of budget). 

Dalam kaitan pembiayaan sebagai Alat Pengendalian ini adalah ada 

pada : 

Pasal 34 UU No.17 tahun 2003 : 

(1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti 

melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam 

undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD 

diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan 

undang-undang. 

                                                           
9 Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik, h.70 

10 Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Sumber-Sumber Penerimaan Daerah 

dalam Pelaksanaan Desentralisasi, Pasal 3 ayat 1 
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(2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan 

pembiayaan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang 

APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara 

dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

(3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-

undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak 

memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-

undang ini.
11

 

 

Pasal 35 UU No.17 tahun 2003 : 

1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang 

melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau 

tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti 

kerugian dimaksud. 

2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, 

dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang 

negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 

3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung 

jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam 

pengurusannya. 

4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam 

undang-undang mengenai perbendaharaan negara.
12

 

 

Dalam Organisasi sektor publik pembiayaan dapat digunakan 

untuk mengendalikan perilaku para pejabat publik dari tindakan yang 

menyimpang dan menyalah gunakan pembiayaan negara. Hal ini 

sebagaimana dinyatakan dalam ayat 3 Pasal 3 UU No.1 Tahun 2004 : 

1) Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat 

untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.  

2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah 

untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.  

3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran 

atas beban APBN/APBD jika pembiayaan untuk membiayai pengeluaran 

tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.  

                                                           
11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Pasal 34 ayat 1 s.d 3 

12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Pasal 35 ayat 1 s.d 4 
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4) Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang 

sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.  

5) Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang 

sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.  

6) Pembiayaan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak 

dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian pembiayaan tersendiri 

yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.  

7) Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.
13

  

8) Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan;
14

. 

 

3. Macam-Macam Pembiayaan Sektor Publik 

a. Line Item Budget 

Line item budget termasuk kategori sistem Pembiayaan yang 

cukup tua sehingga disebut sebagai bagian dari sistem pembiayaan 

tradisional. Sistem pembiayaan dengan pendekatan ini memiliki sejumlah 

kelebihan dan kelemahan. Karena sistem pembiayaan disajikan dalam 

bentuk input dan atau sumber daya yang digunakan.  

 Kelebihan : Berfokus pada input dan memberikan informasi tentang 

berapa banyak dibelanjakan dan bagaimana membelanjakannya tetapi 

kurang menekankan mengenai apa yang dibelanjakan.  

 Kelemahan : kurang menekankan mengenai apa yang dibelanjakan. 

dan Kurang dapat menginformasikan tentang efisiensi pembiayaan  

karena tidak dilakukan pengkaitan antara input dengan  output.
15

 

b. Incremental Budget 

Merupakan sistem pembiayaan yang hanya menambah atau 

mengurangi jumlah biaya dengan mengggunakan data pembiayaan tahun 

                                                           
13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, Pasal 3 ayat 1 s.d 7 

14Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Sumber-Sumber Penerimaan Daerah 

dalam Pelaksanaan Desentralisasi, Pasal 5 ayat 1 

15Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik , Ed.Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2016, h.69-70 
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lalu sebagai dasar perencanaan tahun sekarang, atau pembiayaan tahun 

sekarang sebagai dasar perencanaan pembiayaan tahun depan. Logika pada 

sitem pembiayaan ini adalah rutinitas dan kesinambungan kegiatan.  

 Kelebihan : cocok untuk pembiayaan kegiatan yang bersifat rutin dan 

selalu dilaksanakan, misalnya kegiatan administrasi kantor, 

pemeliharaan, dan operasional rutin organisasi. Dan mudah dilakukan 

karena tidak harus merumuskan dari awal, tentang pos-pos 

pembiayaan apa saja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan suatu 

perogram, kegiatan operasi organisasi. 

 Kelemahan :  karena menggunakan pembiayaan tahun lalu sebagai 

dasar pembiayaan, maka seringkali terjadi duplikasi pembiayaan. 

Pembiayaan yang semestinya tidak diperlukan lagi masih tetap terus 

dianggarkan sehingga menyebabkan pemborosan
16

. 

c. Planning, Programing, Budgeting System (PPBS) 

Salah satu revormasi keuangan pembiayaan sektor publik adalah 

adanya upaya mereformasikan pembiayaan dari sistem pembiayaan 

tradisional. Menjadi pembiayaan modern yang berorientasi pada 

pendekatan new public management. Pembiayaan modern sektor publik 

tersebut antara lain: planning, programing, budgeting system (PPBS), sero 

based budgetinig (ZBB), performance budget, dan butgetting for results 

(BFR)
17

. 

                                                           
16Ibid., h.70 

17Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik, Ed.Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2016, h.71 
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Merupakan sistem pembiayaan yang penyusunan pembiayaannya 

berdasarkan pogram. Setiap unit kerja memiliki visi, misi, tujuan, dan 

setrategi organisasi yang dituangkan dalam renstra unit kerja. Denstra unit 

kerja kemudian dijabarkan dalam rencana operasional yang berisi program 

kerja beserta target kinerjanya. 

d. Zero Based Budgeting (ZBB) 

Merupakan sistem pembiayaan berbasis nol atau mulai dari nol 

ZBB tidak mejadikan pembiayaan tahun lalu sebagai dasar penyusunan 

pembiayaan tahun sekarang sebagaimana dalam line item dan incremental 

budget. SBB menjadikan setiap pembiayaan merupakan pembiayaan yang 

baru sehingga dimulai dari nol
18

. 

4. Pembiayaan Sektor Publik dalam Pemerintahan Daerah 

Berdasarkan pasal 1 UU No.17 Tahun 2004 tentang keuangan 

Negara menjelaskan bahwa: “Keuangan negara adalah semua hak dan 

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu 

baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Lebih 

lanjut pada bagian penjelasan atas UU tentang pengertian dan ruang 

lingkup keuangan negara, dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan 

dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, 

proses dan tujuan. 

                                                           
18Ibid.,h.73 
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APBD (Pembiayaan Pendapatan Belanja Daerah) dalam konteks 

UU Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan 

tahunan daerah yang disetujuai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD). Bertolak dari pengertian keuangan negara tesebut, maka 

pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian 

keuangan negara dimana negara dapat dianalogikan dengan daerah. Hanya 

saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan 

kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula suatu 

baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah 

berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban tersebut dan 

tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah.
19

 

a. Peran pembiayaan sektor publik 

Pembiayaan merupakan rencana jangka pendek organsisasi yang 

dinyatakan dalam bentuk keuangan. Pembiayaan sektor publik yang 

dipresentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana 

keuangan di masa datang mengenai jumlah pendapat, belanja 

surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan 

dilakukan. Peran pembiayaan sektor publik dapat dilihat dari aspek makro 

dan aspek mikro.  

 Aspek makro (peran pembiayaan dalam tatanan makro ekonomi, 

sosial dan politik suatu negara). 

 Aspek mikro (peran pembiayaan dalam suatu organisasi yang 

dilihat dari sudut pandangang manajerial organisasi). 

 

 

 

                                                           
19 Ichsan 1997. H.23 
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1) Pembiayaan Sebagai Alat Alokasi 

a. Alokasi berdasarkan urusan  

Urusan Pemerintah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang 

menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan 

pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang 

menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, 

membedayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Urusan organisasi 

meliputi utusan wajib dan urusan pilihan. Alokasi pembiayaan 

berdasarkan urusan menetapkan beberapa pembiayaan yang 

diperuntukkan untuk belanja pelaksanaan urusan wajib dan berapa 

jumlah pembiayaan untuk urusan pilihan. 

Urusan wajib merupakan bidang-bidang yang menjadi 

kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya, sedangkan urusan 

pilihan merupakan bidang-bidang tertentu yang menjadi pilihan untuk 

dikembangkan. 

Urusan wajib pemerintah meliputi : 

 Pendidikan 

 Kesehatan 

 Pekerjaan umum 

 Perumahan rakyat 

 Penataan ruang 

 Perencanaan 

pembangunan 

 Perhubungan 

 Lingkungan hidup 

 Pertanahan 

 Kependudukan dan 

catatan sipil 

 Pemberdayaan perempuan 

 Keluarga berencana dan 

keluarga sejahtera 

 Sosial 

 Tenaga kerja 

 Koperasi dan urusan kecil 

dan menengah 

 Tenaga kerja 

 Koperasi dan usaha kecil 

dan menengah 

 Menanaman modal  

 Kebudayaan 

 Pemuda dan olah raga 

 Kesatuan bangsa dan 

politik dalam negeri  
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 Pemerintah umum 

 Kepegawaian 

 Pemberdayaan 

masyarakat dan desa 

 Statistik 

 Kearsipan 

 Komunikasi dan 

informatika 

 

Urusan Pilihan meliputi : 

 Pertanian 

 Kehutanan 

 Energi dan sumber daya 

minteral 

 Pariwisata 

 Kelautan dan perikatan 

 Perdagangan 

 Perindustrian 

 Transmigrasi 

 

b. Alokasi berdasarkan fungsi  

Pembiayaan dapat dialokasikan berdsarkan fungsi. Alokasi 

berdasarkan fungsi meliputi : 

 Pelayanan 

umum’ketertiban dan 

ketentraman 

 Ekonomi 

 Lingkungan hidup 

 Perumahan dan fasilitas 

umum 

 Kesehatan 

 Pariwisata dan budaya 

 Pendidikan 

 Perlindungan sosial 

 Agama 

 Pertahanan 



19 

 

 

5. Tujuan Pembiayaan Sektor Publik 

Tujuan Pembiayaan pada organisasi sektor publik adalah untuk 
20

: 

a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, 

efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang 

dipercayakan kepada organisasi; 

b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk 

melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan 

efektif perogram dan penggunaan sumber data yang menjadi 

wewenangnya; dan 

c. Memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada 

publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik; 

 

Pembiayaan sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu: (1) 

penyediaan informasi; (2) pengendalian manajemen; (3) dan akuntabilitas. 

Pembiayaan sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah 

sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, 

informasi pembiayaan digunakan dalam proses pengendalian manajemen 

mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, pembiayaan, evaluasi 

kinerja, dan pelaporan kinerja.
21

 

Informasi pembiayaan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 

terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. 

Informasi pembiayaan dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu 

perogram, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis 

maupun teknis. Dengan informasi pembiayaan, pemerintah dapat menentukan 

biaya peayanan (cost of services) yang diberikan kepada publik, menetapkan 

biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu 

pelayanan (charging for services).  

                                                           
20 Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik, Ed.Revisi, YogyakartaL UII Press, 2016, h. 38 

21 Ibid., Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik, h. 38 



 

 

20 

Informasi pembiayaan dapat digunakan untuk membantu dalam 

pemilihan program yang efektif dan ekonomi serta untuk penilaian investasi. 

Pemilihan program yang tepat sasaran efektif, dan ekonomis akan sangat 

membantu dalam peroses pembiayaan. Pada sektor publik merupakan politik, 

sehingga manajer publik dituntut untuk memiliki Political skill disamping 

pemahaman teknik pembiayaan.
22

 

Pelaksanaan pengukuran kinerja, pemerintah memerlukan informasi 

pembiayaan terutama untuk menentukan indikator sebagai dasar penilaian 

kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja 

apabila tidak ada indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun 

nonfinansial. Informasi pembiayaan memiliki peran utama dalam menentukan 

indikator kinerja sektor publik. 

1) Pembiayaan sebagai alat distribusi 

Pembiayaan sektor publik juga berfungsi sebagai alat distribusi, 

untuk mendistribusikan pendapatan atau sumber daya publik agar terjadi 

pemerataan dan keadilan ekonomi. Melalui pembiayaan sektor publik 

ketimbang ekonomi antara daerah dan antara masyarakat miskin dengan 

yang kaya dapat dikurangi. Mekanisme distribusi ekonomi melalui 

pembiayaan sektor publik dilakukan dalam bentuk pemberian subsidi 

kepada masyarakat, pemberian dana transfer atau perimbangan, dan 

meliputi program-program pro-rakyat. 

 

 

                                                           
22 Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik, h. 43 
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Gambaran 2.1. Peran Pembiayaan Sektor Publik 

 

2) Pembiayaan sebagai Alat Perencanaan 

Pembiayaan merupakan alat perencanaan organisasi dalam bentuk 

keuangan untuk periode tertentu. Kemudian berisi estimasi pendapatan 

yang akan diterima dan pengeluaran yang akan dilakukan selama periode 

pembiayaan. Berawal dari rencana program dan kegiatan yang akan 

dilakukan orgabisasi beserta kebutuhan danan yang diperlukan dan target 

kinerja yang hendak dicapai. 

3) Pembiayaan sebagai Alat Pengendalian 

Pembiayaan sebagai alat pengendalian manajemen agar orang-

orang dalam organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi 

strategi, program kegiatan, dan pembiayaan bekerja sesuai dengan yang 
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direncanakan dalam pembiayaan (on burget) dan tidak menyimpang dari 

pembiayaan (out of budget). 

Dalam kaitan pembiayaan sebagai Alat Pengendalian ini adalah 

ada pada : 

Pasal 34 UU No.17 tahun 2003 : 

(4) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti 

melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam 

undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD 

diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan 

undang-undang. 

(5) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan 

kegiatan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam undang-undang 

tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan 

pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

(6) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan 

undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang 

tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-

undang ini.
23

 

 

Pasal 35 UU No.17 tahun 2003 : 

(1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang 

melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau 

tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan 

mengganti kerugian dimaksud. 

(2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, 

dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang 

negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 

(3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung 

jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam 

pengurusannya. 

(4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam 

undang-undang mengenai perbendaharaan negara.
24

 

 

Dalam Organisasi sektor publik pembiayaan dapat digunakan 

untuk mengendalikan perilaku para pejabat publik dari tindakan yang 

                                                           
23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Pasal 34 ayat 1 s.d 3 

24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Pasal 35 ayat 1 s.d 4 
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menyimpang dan menyalah gunakan pembiayaan negara. Hal ini 

sebagaimana dinyatakan dalam ayat 3 Pasal 3 UU No.1 Tahun 2004 : 

(1) Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat 

untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.  

(2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah 

Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.  

(3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran 

atas beban APBN/APBD jika pembiayaan untuk membiayai pengeluaran 

tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.  

(4) Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang 

sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.  

(5) Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang 

sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.  

(6) Pembiayaan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak 

dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian pembiayaan tersendiri 

yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.  

(7) Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.25  

 

4) Pembiayaan sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi 

Pembiayaan berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan 

berbagai bagian organisasi dalam peroses perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban pembiayaan. Koordinasi pembiayaan antara berbagai 

bagian dalam organisasi dimaksudkan untuk : 

a. Mensinkronkan program kerja da pembiayaan unit kerja satu dengan 

lainnya sehingga dapat dihilangkan duplikasi program dan 

pembiayaan; 

b. Mensinkronkan program kerja dan pembiayaan uit-unit kerja dengan 

visi, misi, tujuan, kebijakan, sasaran, target, dan strategi organisasi 

yang dituangkan dalam perencanaan jangka panjang, jangka pendek 

yang sudah ditetapkan; 

c. Mensinkronkan perogram kerja dan pembiayaan unit kerja dengan 

dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka 

pendek unit kerja bersangkutan.
26

 

 

 

                                                           
25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, Pasal 3 ayat 1 s.d 7 

26 Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik, h. 78 
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5) Pembiayaan sebagai Alat Penilaian Kinerja 

Organisasi atau manajer dinilai kinerjanya berdasarkan relalisasi 

dengan target pembiayaan. Kinerja pendapatan dinilai baik apabila 

realisasinya lebih besar daripada pembiayaannya, karena pembiayaan 

pendapatan merupakan batas minimal atas pendapatan yang harus 

diperoleh. Sebaliknya, kinerja belanja dinilai baik apabila tealisasainya 

tidak melampaui target pembiayaan, sebab pembiayaan belanja merupakan 

batas maksimal belanja yang boleh dilakukan. Dan selain itu pembiayaan 

kinerja juga dapat dilihat berdasarkan surplus/defisit, pembiayaan, serta 

sisa pembiayaan. 

B. Pembiayaan Sektor Publik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Pembiayaan Sektor Publik dalam Islam 

Pembiayaan Publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola 

untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, 

kolektif, ataupun oleh Pemerintah.
27

 

Abu Ubaid memandang kekayaan publik merupakan suatu 

kekayaan khusus, dimana pemerintah berhak mengatur dan mengelolanya, 

bahkan menditribusikannya kepada masyarakat.
28

 

Kebijakan pembiayaan publik juga dikenal dengan kebijakan 

fiskal, yaitu suatu kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan, 

pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi 

                                                           
27 Pusak Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2008, h.515 

28 Ugi Suharto, Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak, Studi Kitab Al-

Amwal Abu Ubaid, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004, h.85 
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kebutuhan publik dan pemerintah. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan-

kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang.
29

 

2. Dasar Hukum Pembiayaan Sektor Publik dalam Islam  

Dalam ajaran islam, manusia diajarkan untuk senantiasa konsisten 

dan optimal dalam berusaha. Oleh karena itu, setiap insan wajib untuk 

berusaha dalam hal ini sebagai firman allah dalam al-quran surat Ar-rad 

ayat 11:
30

 

                           

                         

                      

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah.Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan 

sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan  yang ada pada 

diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; 

dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. 

Ar-Rad, ayat 11)
31

 

3. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan Publik Islam 

Pengertian pengawasan dan pengaturan harta negara dalam Islam 

memang memiliki kesamaan dengan pengertian yang dibuat oleh para 

ekonom modern, namun tidak berarti  memiliki kesamaan dalam semua 

tujuan dan cara. Karena pengawasan dan pengaturan harta dalam Islam 

mempunyai kelebihan dengan dasar-dasar aqidah dan akhlak yang 

                                                           
29 M. Nazori Majid, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi 

Kekinian, Yogyakarta: Pusat Studi EkonomiIslam (PSEI)-STIS Yogyakarta, 2003, h. 202 

30 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah, Jakarta:Kencana,2016, h.202 

31 Q.S. Ar-Rad, ayat 11 
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bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Karena itu mempunyai tujuan dan 

cara yang tidak ada dalam sistem lain.
32

 

M.A.Abdul Manan didalam bukunya yang berjudul Ekonomi Islam 

Teori dan Praktek. Beliau menandaskan bahwa dari semua kitab agama 

masa dahulu, Al-Qur’anlah satu-satunya kitab yang meletakkan perintah 

yang tepat tentang kebijakan negara mengenai pendapatan dan 

pengeluaran atau yang lebih dikenal dengan kebijakan fiskal. Menurutnya 

pula kebijakan fiskal dalam suatu negara harus sepenuhnya sesuai dengan 

perinsip hukum dan nilai-nilai Islam. Perinsip Islam tentang kebijakan 

fiskal atau pembiayaan pendapatan dan belanja bertujuan untuk 

mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi 

kekayaan berimbang dengan menetapkan nilai-nilai material dan spiritual 

pada tingkat yang sama.
33

 

4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Sektor Publik dalam Hukum 

Ekonomi Syariah 

Tujuan kebijakan pembiayaan dalam ekonomi Islam berbeda dari 

ekonomi konvensional, namun ada kesamaa yaitu dari segi sama-sama 

menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua 

aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksimalkan 

kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk 

mencapai tujuan tersebut.
34

 

                                                           
32 Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Khattab, h. 620 

33 Manan, (terj), Ekonomi Islam Teori dan Praktek, Jakarta: Intermasa, 1992, h.230 

34 Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, Jakarta: Salemba 

Empat, 2002, h.197-198 
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Kebijakan pembiayaan dalam hukum ekonomi syariah bertujuan 

untuk mencapai tujuan yang sama sebagaimana dalam ekonomi non-Islam, 

ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan 9 dokterin 

Islam. Ada tiga tujuan yang dikenal dalam hukum ekonomi syariah yaitu : 

1) Islam menetapkan tingkat yang mulia (tinggi) terwujudnya persamaan 

dan demokrasi, diantara perinsip-perinsip dan hukum yang lain, 

perinsip mendasar adalah “Agar kekayaan (harta) itu tidak hanya 

beredar diantara segelintir orang kaya saja”  

                      

                       

                      

                    

 

Artinya:  “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 

kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari 

penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, 

kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 

jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara 

kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka 

terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka 

tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Q.S. Al-

Hasyr ayat 7).
35

  

 

Hal ini mengambil tindakan bahwa ekonomi syariah harus lebih 

berperan dalam setiap anggota masyarakat; 

2) Islam melarang pembayaran bunga atas segala bentuk pinjaman. Hal 

ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak akan menggunakan 

                                                           
35 Q.S. Al-Hasyr ayat 7 
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perangkat bunga dalam tujuan mencapai tingkat keseimbangan pasar 

uang (keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang); 

3) Ekonomi syariah akan dikelola untuk membantu dan mendukung 

ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan dan 

menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Dengan demikian sebagai 

dari pengeluaran pemerintah akan diperuntukkan untuk kegiatan-

kegiatan yang sesuai syariah dan meningkatkan kesejahteraan saudara 

Muslim yang kehidupan ekonominya kurang berkembang 

(terbelakang); 

5. Lembaga Pengelolaan Pembiayaan Sektor Publik dalam Hukum 

Ekonomi Syariah 

1. Baitul Maal 

Baitulmaal berasal dari kata bait (rumah) dan maal (harta). Jadi 

arti harfiahnya adalah rumah harta. Bairulmaal adalah lembaga 

pengelola keuangan negara sehingga terdapat kebijakan fiskal seperti 

yang kita kenal saat ini. Dengan demikian, Baitulmaal dengan makna 

seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak 

yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. 

Namun demikian, Baitulmaal dapat juga diartikan secara fisik sebagai 

tempat (al-makan) untuk menyimpan dan mengelola segala macam 

harta yang menjadipendapatan negara. Baitul Maal ini berperan 

sebagai lembaga maal bagi pemerintah Islam dalam mendistribusikan 

kesejahteraan bagi masyarakat.
 36

 

 

                                                           
36 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, 

h. 247 
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6. Kebijakan Belanja Sektor Publik dalam Islam 

Kebijakan belanja Sektor Publik dalam islam adalah kebijakan 

yang diperuntukan kemaslahatan masyarakat dari pemerintah daerah. 

Secara singkat kebijakan belanja publik dalam ekonomi syariah dapat 

dilihat dalam tabel berikut
37

 : 

Tabel 2.1. Kebijakan Belanja Publik 

 

PENERIMAAN PERUNTUKAN 

Zakat Fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah, gharimin, 

budak, muallaf, amil 

Fay’ Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak yatim, miskin, 

ibnu sabil 

Khums (1.5 

Ghanimah) 

Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak yatim, miskin, 

ibnu sabil 

Kharaj Tergantung perioritas negara 

Jizyah Tergantung perioritas negara 

Ushur Tergantung perioritas negara 

Hibah-Hadiah Tergantung perioritas negara 

Infaq-Shadakah Tergantung perioritas negara 

Wakaf Tergantung akad dan needy people 

Pajak Seluruh maasyarakat (Tergantung perioritas negara) 

4/5 Ghanimah Mujahid (Tentara) 

   

7. Kaidah-Kaidah dari Kaidah Ushul  

Kaidah-kaidah yang telah dikembangkan selama berabad-abad oleh 

para fuqaha untuk menyediakan sebuah basis resional dan konsisten bagi 

perundang-undangan Islam.
38

 

a. Kebijakan belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah 

maslahah; 

                                                           
37Ali Sakti, Analisis Teori Ekonomi Islam Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Moderen, 

2007, h.215 

38 Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, h. 287 
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b. Menghindari masyaqqah kesulitan dan mudharat harus didahulukan 

ketimbang melakukan pembenahan; 

c. Mudharat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudharat 

dalam skala umum; 

d. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat 

dikorbankan demi menghadapi kerugian dan pengorbanan dalam skala 

umum; 

e. Kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap 

menanggung beban (yang ingin untuk harus siap menanggung 

kerugian) 

f. Kaidah menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan 

tanpa ditunjang oleh faktor penunjang maka lainnya tidak dapat 

dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib 

hukumnya; 

Kaidah tersebut dapat membantu dalam mewujudkan efektifitas 

dan efisiensi pembelanjaan pemerintah dalam Islam, sehingga tujuan-

tujuan dari pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Diantara tujuan 

pembelanjaan dalam pemerintah Islam : 

a. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat; 

b. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan; 

c. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan 

efektif; 

d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi; 
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e. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan 

intervensi pasar;
39

 

 

C. Implikasi Pembiayaan Sektor Publik dalam Pemerintah 

1. Perumusan Strategi 

Perumusan Strategi (Strategy Formulation) merupakan tahapan 

pertama dan utama dalam siklus perencanaan dan pengendalian 

manajemen organisasi sektor publik. Tahap perumusan strategi merupakan 

tahap penting dalam proses pengendalian manajemen karena kesalahan 

prencanaan akan berakibat kesalahan pada tahapan implementasi dan 

kegagalan organisasi. Hal utama yang harus dilakukan manajemen sektor 

publik adalah menentukan tujuan dan sasaran yang hendak capai. Setelah 

tujuan dan sasaran jelas, maka dirumuskan strategi-strategi untuk 

mencapai tujuan dan sasaran.
40

  

Hasil perumusan strategi berupa penetapan: visi, misi, tujuan 

sasaran, kebijakan, dan strategi organisasi. Untuk membantu perumusan 

strategi dapat menggunakan analisis SWOT (Strenght, wekness, 

Opportunity, dan Threat), analisis PESTEL (Political, Ekonomy, Social, 

Tekhnologi, Envirounment, and Law), dan teknik Balance Scorecard.  

2. Perencanaan Strategi 

Perencanaan Strategi merupakan perencanaan organisasi untuk 

jangka 3 s/d 5 tahun sebagai penjabaran dari perumusan strategi yang 

berjangka panjang. Hasil dari perumusan strategi masih bersifat global, 

                                                           
39 Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, h. 299-383 

40 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Ed.IV, Yogyakarta: ANDI, h. 48 
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jangka panjang, kualitatif, abstrak, dan belum terukur secara rinci, 

sehingga perlu dijabarkan dalam langkah-langkah yang lebih konkrit dan 

terukur dalam bentuk perencanaan strategik-beberapa literatur 

menyebutnya perencanaan strategis (renstra).
41

 

Perencanaan strategi merupakan aktivitas untuk melahirkan 

program-program baru perencanaan strategi berisi penjabaran strategi 

dalam bentuk rencana aksi (action plan) berupa program kerja yang 

disertai kinerja terukur. Perencanaan strategi dalam sektor publik kususnya 

perusahaan milik Negara misalnya berupa Renstra, Corporate, Planning, 

dan Business Planing.sedangkan para lingkungan pemerintahan misalnya 

penyusunan Rencana Pemangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 

dan Daerah.
42

 

3. Perencanaan Pembiayaan  

Perencanaan Operasional berupa perogram kerja dan kegiatan perlu 

didukung pembiayaan, sebab tanpa pembiayaan maka strategi, perogram 

kerja, dan kegiatan yang disusun tidak akan berjalan. Pelaksanaan strategi, 

program, dan kegiatan membutuhkan orang-orang dan sumber daya untuk 

melaksanakannya yang semau itu membutuhkan biaya. Dalam 

perencanaan operasional belum direncanakan secara detil rincian 

kebutuhan finansialnya.
43

  

Perencanaan operasional sudah direncanakan kebutuhan dana 

untuk pelaksanaan perogram dan kegiatan tetapi sifatnya masih global atau 

                                                           
41 Ibid., Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, h. 49 

42 Ibid., Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, h.50 

43 Ibid., h.51 
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dalam bentuk plafon pembiayaan saja. Sementara itu dalam perenacanaan 

pembiayaan sudah berisi rincian kebutuhan tenaga kerja, bahan baku, 

bahan penolong, dan barang modal beserta biaya per unit dan masing-

masing komponen untuk setiap perogram kerja dan kegiatan. 

4. Imlementasi, Pengendalian, dan Pengukuran Kinerja 

Setelah pembiayaan ditetapkan, tahap berikutnya adalah 

implementasi strategi, perogram kerja, kegiatan, dan pembiayaan yang 

telah disusun. Selama tahap implementasi, manajer bertanggung jawab 

untuk mengendalikan dan memantau pelaksanaan perogram dan kegiatan. 

Sementara itu bagian akuntansi melakukan pencatatan atas pelaksanaan 

pembiayaan berupa realisasi pendapatan dan biaya-biaya yang terjadi ke 

dalam sistem akuntansi keuangan. Pada tahap ini manajer juga harus 

melakukan pengukuran kinerja untuk mengukur tingkat capaian hasil 

perogam dan kegiatan dikaitkan dengan target kinerja yang direncanakan. 

5. Pelaporan, Evaluasi  Kinerja, dan Umpan Balik 

Setelah perogram kerja, kegiatan, dan pembiayaan selesai 

dilaksanakan yang pada saat bersamaan juga sudah dilakukan pencatatan 

keuangan dan pengukuran kinerja, maka tahap berikutnya adalah 

penyusunan laporan. Penyusunan laporan ini meliputi laporan keuangan 

dan laporan kerja atas pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan 

keuangan dan laporan kinerja tersebut sangat penting untuk bahan analisis 

dan evaluasi kinerja baik bagi pihak internal maupun eksternal.
44

 

                                                           
44 Ibid., Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, h. 52 
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Hasil analisis dan evaluasi kinerja tersebut manajer dapat 

memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja di masa depan, yaitu 

apakah perlu merevisi tujuan dan sasaran dasar, apakah perlu merevisi 

rencana strategik dan rencana operaional, revisi pembiayaan, ataukah perlu 

perbaikan sistem dan metode implementasi. Mungkin telah terjadi 

kesalahan dalam perencanaan, atau bisa juga terencanaan mencukupi 

sehingga hal itu perlu menjadi pertimbangan manajemen. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2. Proses Perencanaan dan Pengendalian Manajerial Organisasi 

Sektor Publik 

6. Pembiayaan 

Peran Akuntansi Manajemen dalam pembiayaan Sangat penting, 

baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung-

jawaban, maupunketika evaluasi pembiayaan. Pembiayaan berisi rencana 

keuangan jangka pendek yang sifatnya rinci dan detil tentang pos-pos 

pembiayaan beserta estimasi besaran pembiayaan dan target kinerjanya. 

Penyusunan pembiayaan meliputi : 

a. Pembiayaan Operasional, meliputi : 

1) Pembiayaan Pendapatan 

2) Pembiayaan Belanja 

3) Pembiayaan Pembiayaan 

b. Pembiayaan Modal (Capita budget) 

c. Pembiayaan Kas. 
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7. Pemberian Informasi Biaya 

Organisasi sektor publik mebutuhkan informasi biaya untuk 

menentukan besarnya biaya operasi organisasi (Operation costs), biaya 

(costs of program), biaya kegiatan (cost activity), biaya produk (product 

costs), biaya pelayanan (service costs), dan obyek biaya lainnya.
45

 

a. Biaya Operasi (dapat memberikan informasi biaya operasi oganisasi). 

b. Biaya program (biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu 

program.  

c. Biaya kegiatan (biaya yang diperlukan terkait dengan pelaksaan suatu 

kegiatan). 

d. Biaya produksi (biaya menghasilkan produk dalam bentuk barang dan 

jasa yang dijual dan diserahkan kepada masyarakat). 

e. Biaya pelayanan (barang merupakan produk yang berwujud, 

sednagkan jasa dalam bentuk pelayanan publik produk tidak 

berwujud). 

f. Manajemen biaya setrategik (informasi biaya memiliki peran penting 

untuk membangun keunggulan kompetitif organisasi tidak hanya untuk 

sektor bisnis tetapi juga sektor bahkan sektor sosial sekalipun). 

g. Klasifikasi biaya (manajemen perlu mengenali perilaku berbagai jenis 

biaya untuk melakukan kebijakan perencanaan dan pengendalian 

biaya) yaitu : 

1) Berdasarkan fungsi : 

 Biaya riset dan pengembangan 

 Biaya desai produk, jasa, atau peroses 

 Biaya produksi 

 Biaya pemasaran 

 Biaya distribusi 

 Biaya pelayanan pelanggan 

2) Berdasarkan waktu terjadi : 

 Biaya sekarang (current cost) 

 Biaya dianggarkan (budgeted cost) 

3) Berdasarkan reaksinya terdapat perubahan tingkat aktivitas : 

 Biaya tetap (fixed cost) 

 Biaya variabel (variable cost) 

 Biaya Campuran (mixed cost) 

4) Berdasarkan hubungannya dengan aktivitas : 

 Biaya langsung (direct cost) 

 Biaya tidak langsung (indert cost) 

5) Berdasarkan pengaruhnya terhadap pembuatan keputusan : 
                                                           

45 Ibid., Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, h. 56 
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 Biaya tenggelam (sunk cost) 

 Biaya relevan (relevan cost) 

 Biaya oportunitas (oportunity cost) 

6) Berdasarkan pengaruhnya terhadap pengendalian manajemen : 

 Biaya kendali (controllable cost) 

 Biaya tidak terkendali (uncontrollable cost) 

7) Berdasarkan masa manfaat biaya : 

 Biaya operasi (operastion cost) 

 Biaya modal (capital cost) 

8) Berdasarkan kategori aset atau biaya : 

 Biaya tersimpan (inventoriable cost) 

 Biaya periode (periode cost)
46

 

 

 

                                                           
46 Ibid., Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, h. 59-60 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah field research, atau 

penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field research), pada hakekatnya 

merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang 

tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.47 Sesuai dengan judul 

penelitian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Karena 

dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan data dari fakta yang 

ada dilapangan dan terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah 

dan keadaan sebagaimana adanya. 

Munurut Husein Umar deskriptif adalah “menggambarkan sifat 

sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa 

sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.48 Sedangkan kualitatif merupakan 

penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara holistik dengan 

cara mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks 

paradigma ilmiah.49 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Moleong
50

 mendefinisikan 

                                                           
47.Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Cv Mabdar 

Maju,1996), Hal. 32. 

48.Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2009), H.22. 

49.Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2013), H.21. 

50 Moleong, h.6 
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penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan memahami 

fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya motivasi, presepsi, 

tindakan dan lain-lain secara holistic dengan cara mendeskripsikan dalam 

bentuk kata-kata secara alami. Jadi dalam hal itu tidak boleh mengisolasi 

individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis dan tidak 

memerlukan angka-angka, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari 

suatu ketentuan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan 

penerapan konsep pembiayaan sektor publik dalam perencanaan 

pembiayaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kecamatan Rumbia. 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, karena untuk 

menjelaskan implikasi pembiayaan sektor publik oleh pemerintah sebagai 

strategi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini 

bersifat kualitatif, karena peneliti mengacu pada teori, konsep, dan 

penelitian yang dilakukan berdasarkan kehidupan riil (alamiah) dengan 

maksud untuk mencari tahu secara mendalam dan memahaminya. 

Menurut Michael Quinn Patton, deskriptif-kualitatif adalah laporan 

evaluasi yang berdasarkan metode kualitatif akan mencakup sejumlah 

besar deskripsi murni tentang pengalaman orang. Deskriptif ditulis dengan 

naratif untuk menyajikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang 
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telah terjadi dalam kegiatan atau peristiwa yang dilaporkan.51 Oleh karena 

itu pembiayaan sektor publik yang diterapkan di kecamatan rumbia 

dijelaskan secara deskriptif-kualitatif. 

 

B. Sumber Data 

Sumber adalah subjek dan data adalah objek dalam penelitian adalah52 

Menurut Lofland sumber data dalam penelitian utama kualitatif adalah ‘kata-

kata’ dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen – 

dokumen, sumber data tertulis, foto, dan lain – lain.53 Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber yang langsung dari narasumber 

yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, seperti tokoh masyarakat 

dengan bapak Dadang Supriyadi, tokoh agama dengan bapak samsuri dan 

bapak subari, aparat pemerintahan dengan bapak Sahad Hutapea, bapak 

Tito Weli, I Wayan Sulatra. 

 

 

 

 

                                                           
51.Michael Quinn Patton,Metode Evaluasi Kualitatif, (Yogyakarta :  Pustaka Pelajar, 

2009 ),  Cet. Ii, H. 255 – 256. 

52.Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka, 

2006), H.129. 

53.lexy J. Moleong, Metode Penelitiankualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), H. 157 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam 

berbagai bentuk.54 Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini 

adalah menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur’an, dan kaidah-kaidah hukum 

Islam, selain itu juga menggunakan jurnal hukum, dan lain sebagainya. 

Dalam penelitian ini sumber data Skunder adalah : 

a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

c. UU No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung jawab keuangan Negara 

d. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

e. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah 

f. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2012 

tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah 

Bahan hukum sekunder berupa, buku-buku yang berkaitan dengan 

masalah, misalnya buku  mengenai  pembiayaan  sektor  publik, mengenai 

sektor publik oleh masyarakat dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier 

berupa, jurnal internet, misalnya jurnal  keuangan global dalam perspektif 

ekonomi Islam, dan lain sebagainya. 

 

                                                           
54.Moeher Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002 ), 

Cet. I     H. 113. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran 

tertentu digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis 

menjadi fakta. Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk 

pengambilan metode tertentu, sehingga jika sewaktu-waktu diperlukan segera 

dapat dicari kembali dengan mudah dan cepat.55 

Menetapkan data untuk melengkapi pembuktian masalah, maka dalam 

masalah ini penulis menggunakan metode pengumpulan data : 

1. Metode interview atau wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.56 

Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan maka 

penulis menggunakan wawancara tak berstruktur (unstructured interview). 

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.57 

Wawancara yang digunakan juga telah menyiapka garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanya. Peneliti akan mewawancarai kepada 

kepala bagian UPTD dan Kepala Pemerintah Kecamatan Rumbia. 

 

 

                                                           
55.Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi, (Erlangga: Jakarta, 

2003), H. 124. 

56.Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi , Metode Penelitian Survai Edisi Revisi, 

(Jakarta : Lp3es, 2006 ), H. 192  

57.Sugiono,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

h. 320  



 

 

47 

2. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti.58 Observasi berarti mengumpulkan 

data langsung dari lapangan. Pengamatan merupakan pengumpulan data di 

mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan 

selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan 

melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat subyektif 

mungkin.59 Jadi, metode observasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh 

data tentang implikasi pembiayaan sektor publik oleh pemerintah dalam 

persepektif hukum ekonomi syariah di kecamatan Rumbia Lampung 

Tengah. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan tertulis, tentang berbagai kegiatan atau 

peristiwa pada waktu yang lalu.60 Teknik pengumpulan data dengan 

metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-

buku, catatan-catatan, transkip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda 

dan lainnya. Metode dokumentasi juga dikatakansebagai teknik 

pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan yang mengenai 

data pribadi responden.61 

                                                           
58.Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Bumi Aksara 

: Jakarta, 1996), h. 54 

59.W. Gulo, Metode Penelitian, (Gramedia: Jakarta, 2000), h.116 

60.Ibid, h.123. 

61.Abdurrahmat Fathoni, Metode Peneltian Teknik Penyusunan Sekripsi, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2011), h.112. 
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Dokumentasi yang menjadi sumber data adalah refrensi yang 

berkaitan dengan implikasi pembiayaan sektor publik oleh masyarakat 

dalam persepektif hukum ekonomi syariah yaitu buku yang berjudul 

tentang: 

a. Pembiayaan Publik Islam pendekatan teoritis dan sejarah yang 

membahas tentang implikasi pembiayaan sektor publik oleh 

pemerintah, karangan Nurul Huda dkk. 

b. Sistem ekonomi islam prinsip dasar yang membahas tentang pemilik 

negara atau publik atas tanah, karangan Muhammad Sharif Chaudry. 

c. Ekonomi mikro perspektif Islam yang membahas tentang teori biaya, 

karangan Eko Suprayitno. 

d. Serta masih banyak buku lagi yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data merukapan proses memilih dari beberapa sumber 

maupun permasalahannya sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
62

 Jika 

dalam buku Abdurrahmat Fathoni penelitian kualitatif menggunakan analisis 

data secara induktif yaitu dari masing – masing premis yang bersifatumum.
63

 

                                                           
62.Sedarmayanti, Syaifudin Hidayat, Metodologi Penelitian,(Bandung: CV Mandar Maju 

2002), h.166. 

63.Abdurrahmat Fathoni, Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, 

(Jakarta:Rineka Cipta,2011), h.83. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

 

A. Sekilas Kecamatan Rumbia dengan Pembiayaan Sektor Publik 

1. Instruktur Sarana dan Prasarana 

Peningkatan prasarana jalan merupakan prioritas pembangunan di 

Kecamatan Rumbia yang diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas arus 

barang dan jasa antar daerah baik di dalam wilayah Kecamatan Rumbia 

maupun lintas Kabupaten. Prasarana Jalan di Kecamatan Rumbia sampai 

dengan tahun 2017 meliputi  15,375 Km Jalan Hotmik/Aspal, 7,2 Km 

Jalan Penetrasi, 77,3 Km Jalan Onderlagh, 101,9 Km Jalan Tanah.
64

 

Secara umum sarana transportasi yang digunakan untuk 

menghubungkan ibukota kecamatan dengan kampung-kampung yang ada 

di wilayah kecamatan yaitu sepedah motor, mobil milik pribadi maupun 

sewa/cater. Seluruh kampung di wilayah Kecamatan Rumbia sudah teraliri 

listrik yang berasal dari PLN. Status kantor PLN Kecamatan Rumbia 

adalah Kantor Pelayanan Teknis. Saat ini seluruh wilayah Kecamatan 

Rumbia dapat menikmati layanan telekomunikasi hampir semua operator 

baik berbasis kabel, GSM maupun CDMA.
65

 

Kendati demikian Kantor jasa yang menjadi potensi unggulan 

adalah jasa keuangan. Di Kecamatan Rumbia terdapat terdapat 4 (empat) 

                                                           
64 Dokumentasi  di Kantor  Kecamatan Rumbia pada tanggal 29 Desember 2017 

65 Wawancara dengan bapak Eko Meidianto, selaku Plt Camat Rumbia, Lampung 

Tengah, pada tanggal 29 Desember 2017 
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Bank  yaitu Bank BRI, Bank Tata Artha, Bank Tara, Bank Danamon di 

tambah lagi dengan 8 (delapan) Koprasi dan 8 (delapan) BMT. 

Sarana Pendidikan merupakan suatu hal yang yang sangat penting 

di dunia ini. Menyadari pentingnya pendidikan ini pemerintah pun telah 

mengeluarkan program wajib belajar sembilan tahun ini dimulai dari SD 

sampai SMA dimana secara keseluruhan siswa yang meliputi 8.886  

murid, 773 guru, 61 sekolahan dari SD sampai SMA di Kecamatan 

Rumbia.
66

 

Sarana Keagamaan penduduk Kecamatan Rumbia cukup heterogen 

yang hidup rukun berdampingan dalam masyarakat. Tempat ibadah yang 

ada di Kecamatan Rumbia meliputi dari 52 buah masjid, 69 buah mushola, 

6 buah gereja, 9 buah pura, 17 buah pondok pesantren.
67

 

Sarana Kesehatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan di 

Kecamatan Rumbia meliputi dari 1 Puskesmas, 2 Puskesmas Pembantu, 9 

Puskesdes, 3 Praktek Dokter Umum, 13 Praktik Mantri Kesehatan, 28 

praktek Bidan, 2 Apotek, 3 Klinik.
68

  

Sarana Olahraga yang bersifat missal dan masyarakat terdapat di 

seluruh kampung seperti lapangan Sepak Bola dan Bola Voly. Terdapat 

pula 2 buah gedung bulu tangkis, 1 lapangan futsal yang berada di 

                                                           
66 Wawancara dengan Bapak Sahad Hutapea, selaku Dikdasmen Pendidikan Kecamatan 

Rumbia, Lampung Tengah, pada tanggal 11 Mei 2018 

67 Wawancara dengan Bapak Samsuri, selaku Tokoh Agama di Kecamatan Rumbia, 

Lampung Tengah, pada tanggal 11 Mei 2018 

68 Wawancara dengan Bapak Tito Weli, selaku Kasubbag Tata Usaha Puskesmas 

Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, pada tanggal 11 Mei 2018 
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halaman Polsek Rumbia dan terdapat pula di sekolah-sekolah begitupun 

lapangan basket juga terdapat di sekolah-sekolah.
69

 

2. Potensi dan Inventasi 

Kecamatan Rumbia memiliki potensi yang cukup besar bagi upaya 

pengembangan sektor pertanian. Dapat terlihat dalam data sebagai berikut, 

meliputi: Padi Ladang mempunyai luas panen 1.009 ha dengan produksi 

2.445 Ton, Padi Sawah mempunyai luas 2.687 ha dengan produksi 8.295 

Ton, Jagung luas panen 2.739 ha dengan produksi 5.038 Ton, Ubi kayu 

16.749 ha dengan produksi 335.811 Ton. 

Perkembangan potensi perkebunan di Kecamatan Rumbia meliputi: 

Kelapa dalam luas areal 368 ha dengan produksi 279,20 Ton, Coklat luas 

areal 42,50 ha dengan produksi 22,60 Ton, Karet luas areal 752 ha dengan 

produksi 58Ton, Kelapa sawit luas areal 222 ha dengan produksi 50 Ton  

Kecamatan Rumbia memiliki potensi peternakan yang cukup 

dilihat dari populasi ternak. Masyarakat disamping sebagai petani juga 

mempunyai penghasilan tambahan yaitu ternak sapi, kerbau, kambing, 

domba, babi, ayam, dan itik. Perikanan Karena sebaian Kampung di 

wilayah Kecamatan Rumbia berada di aliran sungai dan sebagian sawah 

merupakan lahan (sawah irigasi non teknis) maka sangat tepat jika sector 

perikanan merupakan salah satu potensi unggulan.
70

 

 

 

                                                           
69 Dokumentasi di Kecamatan Rumbia pada tanggal 14 Mei 2018 

70 Wawancara dengan Bapak I Wayan Suratra, selaku Ketua UPTD Pertanian TPH 

Rumbia pada tanggal 11 Mei 2018 
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3. Industri Kecil 

Sarana Industri kecil terletak di Kampung meliputi: Perdagangan 

Kecamatan Rumbia memiliki pasar dengan lahan seluas 4 ha dengan 

bangunan yang telah terbangun 1,1 ha memiliki lahan parkir yang luas dan 

cukup modern yang terletak di Kampung Reno Basuki. Adapun ruko 

dagangan yang disediakan diperuntukan kepada warga Rumbia untuk 

menjalankan usahanya.
71

 Kesehatan di Kecamatan Rumbia memiliki 

pelayanan kesehatan yang cukup memadai dengan adanya  pusat kesehatan 

masyarakat (puskesmas) yang ada di Kampung Reno Basuki. Setelah itu di 

Kecamatan Rumbia terdapat balai pengobatan untuk dapat berobat dan 

melayani rawat inap yang terletak di Kampung Reno Basuki dapat 

memudahkan warga masyarakat di lingkungan Kecamatan Rumbia 

mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal.
72

 

 

B. Implikasi Pembiayaan Publik oleh Pemerintah di Kecamatan Rumbia 

Dalam pelaksanaanya pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan 

urutan pelaksanaan dari pembiayaaa sektor publik yaitu mulai dari: 

1. Perumusan Strategi; 

Semua aspken kebutuhan sektor publik setiap tahunnya sudah di 

rumuskan dan direncanakan menyesuaikan kebutuhan daerah; 

 

 

                                                           
71 Wawancara dengan Bapak Samsuri, selaku Tokoh Agama di Kecamatan Rumbia, 

Lampung Tengah pada tanggal 12 Mei 2018 

72 Wawancara dengan Bapak Tito Weli, selaku Kasubbag Tata Usaha Puskesmas 

Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, pada tanggal 14 Mei 2018 
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2. Perencanaan;  

Pembiayaan sektor publik juga sudah direncanakan dan disusun 

disesuaikan dengan kebutuhan setiap sektor publik; 

3. Penyusunan Perogram Kerja; 

Penyusunan perogram kerja dalam pembiayaan sektor publik 

adalah suatu yang sangat penting dalam pembiayaan sektor publik dan dari 

kecamatan pasti memiliki tim sendiri dalam penyusunan program kerja  

ini; 

4. Pembiayaan; 

Pembiayaan merupakan hal paling pokok dalam pelaksanaan pada 

pembiayaan sektor publik; 

5. Implikasi; 

Dalam perakteknya sering mengalami kendala: 

a. Kendala dari pembiayaan yang masih membutuhkan anggaran lebih 

dikarenakan dari kecamatan sendiri belum tentu memadai untuk 

pembangunan kecamatan Rumbia secara menyeluruh melainkan 

pelaksanaanya masih membutuhkan tempo kurun waktu beberapa 

tahun hingga anggaran sendiri terkumpul. Dikarenakan pengelolaan 

anggaran pembiayaan Pemerintah kecamatan Rumbia sendiri masih 

belum begitu setabil dalam kurun waktu beberapa tahun ini;
73

 

b. Kendala dari transportasi yang kurang memadai, dikarenakan kondisi 

jalan yang masih banyak yang rusak; 

                                                           
73 Wawancara dengan bapak Dadang Supriyadi, selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan 

Rumbia, Lampung Tengah, pada tanggal 14 mei 2018 
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c. Masih ada kendala dari kinerja pegawai kecamatan yang belum begitu 

cepat merespon dalam pelaksanaan pembiayaan. Sehingga masih 

banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang kinerja pegawai 

kecamatan Rumbia yang sering tidak nampak aktif; hanya di tahun 

2017 sampai 2018 ini pegawai kecamatan Rumbia mulai kelihatan 

aktif dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan Rumbia mulai dari 

pembiayaan sektor publik;
74

 

6. Pelaporan Kinerja; 

Pembiayaan sektor publik merupakan alat sebagai acuan dasar 

pelaporan kinerja, tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan sektor 

publik dalam implikasinya terhadap berbagai sektor publik;
75

 

7. Evaluasi Kinerja; 

Pembiayaan sektor publik juga dipergunakan sebagai alat evaluasi 

kinerja dengan melihat laporan dari hasil kinerja dalam pembiayaan sektor 

publik; 

8. Umpan Balik (Feedback); 

Umpan balik adalah hasil dari pembiayaan sektor publik dari 

berbagai sektor kepada pemerintah; bahwa pada pembiayaan sektor publik 

dari tahun 2017 kepada tahun 2018 itu mengalami pegembangan atau 

berbatas pada kebertahanan pembiayaan sektor publik; dan memang dalam 

kurung waktu 2017 ke 2018 pembiayaan sektor publik cukup mengalami 

                                                           
74 Wawancara dengan bapak Eko Meidianto, Plt Camat di Kecamatan Rumbia, Lampung 

Tengah, pada tanggal 14 mei 2018 

75 Wawancara dengan bapak Tito Weli, selaku Kassubag Tata Usaha Puskesmas di 

Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, pada tanggal 14 Mei 2018 
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peningkatan dikarenakan pemerintah daerah Kecamatan Rumbia mulai 

aktif dalam turun langsung memperhatikan perkembangan wilayahnya;
76

 

Kendati demikian memang dalam perakteknya semua itu bergantung 

dari anggaran pemerintah daerah yang bisa mencukupi atau tidak dalam 

implikasi di lapangan saat semua pengajuan anggaran yang di ajukan ke 

kecamatan itu dalam bentuk Proposal pengajuan Pembiayaan sektor publik dari 

berbagai sektor. Maka oleh sebab itu cukup banyak kendala dalam pembiayaan 

ini dikarenakan memang ada beberapa sektor yang paling di utamakan yaitu 

seperti sektor pertanian dan pendidikan. 

Jadi dalam perakteknya memang pemerintah kecamatan Rumbia sudah 

mengimplementasikan pembiayaan sektor publik sesuai dengan peraturan 

pemerintah daerah Lampung Tengah Nomor 01 tahun 2012 tentang rencana 

tata ruang wilayah kabupaten lampung tengah tahun 2011-2031. Kendati 

demikian dalam perakteknya memang kendala dari anggaran pemerintah 

daerah kecamatan Rumbia sendiri belum bentu dapat langsung mencukupi 

untuk langsung menuntaskan semua pembiayaan sektor publik dari berbagai 

sektor. 

 

C. Analisis  

Dalam pelaksanaannya memang banyak mengalami kendala, 

Pembiayaan sektor publik di kecamatan Rumbia masih belum sepenuhnya 

terlaksana dengan baik. Dikarenakan masih cukup banyak tantangan dari segi 

                                                           
76 Temuan hasil dari dokumentasi dan wawancara kecamatan di Kecamatan  Rumbia 

pada tanggal 31 Juli 2018 
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pembiayaan yang harus disesuaikan dengan anggaran pertahun. Keterangan 

yang didapatkan langsung dari Pak kepala Pemerintah Kecamatan Rumbia, 

Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa kecamatan Rumbia memang masih 

dalam tahapan pembangunan ulang setelah 6 tahun berlalu yang belum 

meratakan sektor publik ke beberapa alokasi kebutuhan publik seperti: 

1. Sektor Publik Transportasi 

Pada kenyataanya pembiayaan alokasi pembangunan jalan 

sebenarnya sudah menjadi landasan utama yang perlu sangat diperhatikan 

dan dilaksanakan tepat waktu. Kendati demikian kecamatan Rumbia masih 

termasuk kecamatan yang memiliki beberapa jalan yang rusak dan 

mengalami keadaan yang kurang baik di berbagai jalan di daerah terpencil 

di kecamatan Rumbia.  

Pemerintah daerah Kecamatan Rumbia selaku koordinator 

pelaksanaan pembiayaan sektor publik sangatlah harus berperan aktif dalam 

usaha memperlancar sarana transportasi yang masih kurang membaik di 

beberapa tempat. 

2. Sektor Publik Kesehatan 

Beberapa tahun lalu sektor publik kesehatan masyarakat seperti 

Puskesmas kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam sarana 

prasarana kesehatan masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang 

pelayanan kesehatan yang kurang perhatian lebih. Kendati demikian di 
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tahun 2018 ini sektor publik kesehatan sudah mendapatkan perhatian lebih 

dari sekian tahun dari 2016 kurang mendapatkan perhatian.
77

 

Dan di tahun ini puskesman sudah mendapatkan perhatian dan bakal 

di canangkan pembangunan lebih baik lagi. dan mulai diperhatikan sesuai 

instrumen pemetindah daerah Kabupaten Lampung Tengah yaitu 

terlaksananya imunisasi Campak dan rubella. Yang sebelumnya pemerintah 

daerah Kecamatan Rumbia tidak ikut andil kini sudah mulai ikut andil 

dalam pelaksanaan ketertiban imunisasi di Desa dan Kecamatan. Sehingga 

kini pembiayaan sektor publik juga difokuskan kepada sektor publik 

kesehatan. 

3. Sektor Publik Pertanian 

Sektor Pertanian di kecamatan Rumbia cukup baik dan 

perekonomian masyarakat petani cukup luamayan berkembang baik. Sejak 

tahun 2015 hingga 2018 kini. Dikarenakan perhatian pemerintah Kabupaten 

Rumbia saat itu hingga kini fokus memperhatian masyarakat pertanian. 

Sehingga pembiayaan sektor publik memang diperuntukan masyarakat 

petani lebih ketimbang sektor-sektor lainnya.  

4. Sektor Publik Pendidikan  

Pemerintah kecamatan Rumbia juga cukup baik dalam 

memperhatikan keadaan pendidikan di daerahnya yaitu alokasi pembiayaan 

sektor publik dialokasikan cukup baik dan merata ke seluruh sekolah dari 

                                                           
77 Wawancara dengan bapak Tito Weli, selaku Kassubag Tata Usaha Puskesmas di 

Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, pada tanggal 14 Mei 2018 
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jenjang SD s/d SMA/SMK sehingga sekolah-sekolah di kecamatan Rumbia 

cukup berkembang dari segi pendidikan dan kebutuhan.
78

  

5. Sektor Publik Perkebunan 

Pembiayaan sektor publik di sektor perkebunan masih kurang 

perhatian dengan keadaan lingkunan perkebunan di kecamatan Rumbia 

yang masih belum terpeliharan dan tertata dengan baik. Sehingga keadaan 

hutan di kecamatan Rumbia masih kurang terpeliharan dengan baik. 

Sedangkan keadaan hutan tetap harus terlestarikan sehingga kondisi 

kecamatan Rumbia masih nampai seperti kurang tertata. 

6. Sektor Publik Telekomunikasi 

Kondisi telekomunikasi masih butuh perhatian lebih dari 

pemerintah kecamatan Rumbia dikarenakan signal telekomunikasi masih 

belum merata ke seleuruh desa di kecamatan Rumbia. Sehingga 

pembiayaan sektor publik di sektor telekomuniasi masih sangat butuh 

perhatian lebih. 

Berdasarkan hasil analisis pembiayaan sektor publik dapat dianalisis 

berdasarkan kebijakan pembiayaan dalam hukum ekonomi syariah yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama baiknya seperti ekonomi non-

syariah, yaitu: 

1. Islam menetapkan tingkat yang mulia (tinggi) terwujudnya persamaan dan 

demokrasi, diantara perinsip-perinsip dan hukum lain, perinsip mendasar 

adalah “Agar kekayaan (harta) itu tidak hanya beredar di antara segelintir 

                                                           
78 Wawancara dengan Bapak Sahad Hutapea, selaku Dikdasmen Pendidikan Kecamatan 

Rumbia, Lampung Tengah, pada tanggal 14 Mei 2018 
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orang kaya saja”. Dalam pelaksanaanya adalah masyarakat yang mampu 

dituntut untuk membayar pajak atas pendapatanya dalam bekerja sebagai 

pegawai dll. Kemudian dana tersebut di kumpulkan sebagai anggaran 

yang dapat dikembangkan guna melaksanakan otonomi daerah kecamatan 

Rumbia itu sendiri sebagai pelaksanaan pembiayaan sektor publik yang 

terpencar dalam berbagai sektor sehingga perogramnya setiap tahun 

memang di anggarkan untuk pengembangan kecamatan Rumbia; pada 

dasarnya pelaksanaanya sudah dilaksanakan sebaik mungkin walau dalam 

beberapa kendala yang terjadi seperti yang telah di ungkapkan; 

2. Islam melarang pebayaran bunga atas segala bentuk pinjaman. Hal ini 

menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak akan menggunakan perangkat 

bunga dalam tujuan mencapai tingakat keseimbangan pasar; dilihat dari 

aspek ini pemerintah Kecamatan Rumbia telah melaksanakan pembiayaan 

sektor publik sesuai dengan kaidah islam yaitu demi kemaslahatan 

masyarakat dengan meminjamkan masyarakat pinjaman seperti untuk 

pengembangan pertanian melalui koperasi unit desa dll. Sehingga disana 

tidak terdapat bunga yang membesar seperti koperasi konvensional di 

dalam kecamatan. Sehingga masyarakat terbantu dalam berbagai aspek 

mulai dari masyarakat petani dan masyarakat pedagang; karena dalam 

perakteknya hanya dikenakan administrasi keuangan bukan sebagai bunga 

atas pembiayaannya; 

3. Ekonomi syariah akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi 

masyarakat yang tebelakang dan untuk memajukan dana menyebarkan 
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ajaran Islam seluas mungkin; dalam perakteknya implikasi pembiayaan 

sektor publik memang sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat 

yang ada di kecamatan Rumbia melalui bantuan dana guna masyarakat 

terbelakang, juga dipergunakan untuk pembiayaan sektor publik 

pendidikan sehingga anak-anak di sekolah-sekolah Kecamatan Rumbia 

dapat bersekolah sama seperti anak-anak lainnya. Dikarenakan sektor 

pendidikan ini memang sangat krusial dan penting untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat juga dibutuhkan pengetahuan dan 

pengembangan sektor pendidikan. Dan tidak hanya dari sektor 

pendidikan. Pada sektor pertanian dll.  

Pemerintah Kecamatan Rumbia memberikan perhatian lebih dari 

sektor publik kesehatan yaitu bantuan-bantuan pemerintah pusat langsung 

dicanangkan sebagai anggaran pertahun sehingga anak-anak di Kecamatan 

Rumbia bisa mendapatkan perawatan kesehatan gratis tanpa dipungut biaya; 

dan dari sektor publik pertanian mendapatan bantuan pupuk dan bibit guna 

kesejahteraan masyarakat; memang tidak ada yang sempurna dalam setiap 

rencana. Masih ada beberapa oknum perangkat masyarakat yang masih suka 

bermain politik uang untuk mengerjai masyarakatnya sendiri. Oleh sebab itu 

memang semua perencanaan pemerintah kecamatan Rumbia sering mengalami 

kendala dalam pelaksanaan di lapangan dikarenakan beberapa oknum 

masyarakat itu sendiri. Disitulah maka para tahun 2017 sampai 2018 ini 

pemerintah kecamatan Rumbia langsung turun tangan dalam pelaksanaan 

pembiayaan sektor publik.



 

 

61 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Merujuk kepada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah 

dapat mengetahui peran utama pembiayaan sektor publik yang sangat utama 

sebagai penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. 

Keuangan Daerah meliputi pendapatan dan belanja daerah. 

Berdasarkan pada kinerja keuangan daerah Kecamatan Rumbia pengalami 

surplus keuangan sebab dimana pendapatan Kecamaran Rumbia pada tahun 

2017 dan tahun-tahun sebelumnya sudah terealisasi kepada masyarakat dan 

cukup cepat karena di tahun 2018 sudah mengalami beberapa perkembangan 

di berbagai sektor publik dalam bentuk pembiayaan sektor publik. 

dikarenakan beberapa hambatan masih dialami sebab pembiayaan sektor 

publik memang menjadi krusial dalam pembangunan Kecamatan Rumbia.  

Pembiayan Sektor Publik merupakan suatu hal yang sangat krusial 

dalam suatu anggaran tahunan Pemerintah Kecamatan Rumbia maka oleh 

sebab itu posisi pembiayaan sektor publik adalah sangat penting berguna 

untuk memanajemen perkembangan dan penyamarataan pembangunan. Oleh 

sebab itu fungsi dari Hukum Ekonomi Syariah disini adalah sebagai analisis 

secara Islam bahwa dalam pembiayaan pemerintah daerah Kecamatan Rumbia 

itu sendiri pada dasarnya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Ekonomi 

Syariah yaitu untuk kemaslahatan masyarakat di kecamatan rumbi itu sendiri; 
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B. Saran 

Saran dari peneliti kepada pemerintah kecamatan rumbia adalah 

supaya pelaksanaan pembiayaan sektor publik pada beberapa sektor yang 

cukup penting juga harapanya dapat teralisasi dengan baik dan tidak 

terabaikan lagi. terurama sektor publik transportasi. Dikarenakan keadaan 

jalan di kecamatan rumbia masih cukup banyak yang belum di aspal. Karena 

dengan jalan diperbaiki maka peningkatan ekonomi masyarakat dan 

perekonomian masyarakat akan meningkat. Karena dalam Agama Islam 

semua yang bersifat kemaslahatan masyarakat itu harus diutamakan untuk 

kesejahteraan hidup masyarakat tersebut. 

Saran dari peneliti kepada masyarakat adalah untuk terealisasinya 

pembiayaan sektor publik yang baik masyarakat harus turut berperan aktif 

dalam implementasinya dikarenakan tugas pemerintah adalah pada 

implikasinya sedangkan pada implementasinya masyarakat sangat berperan 

penting dalam pelaksanaanya. 
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ALAT PENGUMPULAN DATA  
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IMPLIKASI PEMBIAYAAN SEKTOR PUBLIK OLEH PEMEINTAH 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  

(Studi Kasus di Kecamatan Rumbia) 

 

 

A. Wawancara (Interview) 

I. Wawancara kepada Pemerintah Daerah Kecamatan Rumbia  

1. Bagaimana sistem pelayanan publik pemerintah kecamatan rumbia ? 

2. Jenis apa saja kah sektor publik di kecamatan rumbia? 

3. Bagaimana implikasi pembiayaan sektor publik di kecamatan 

rumbia? 

4. Bagaimana penerapan di masyarakat tentang pelayanan sektor publik 

di berbagai bidang? 

5. Bagaimana perosedur dan peroses pembiayaan sektor publik di 

berbagai bidang? 

6. Bagaimana sistem pembiayaan modal pada petani yang digunakan 

dalam pembiayaan sektor publik? 

7. Adakah pengaruh bagi masyarakat dalam sistem pembiayaan modal 

di awal dalam pembiayaan sektor publik? 

8. Apakah ada masyarakat yang perotes dalam pembiayaan sektor 

publik?  
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9. Bagaimana sistem pelayanan sektor publik dalam pemerintah 

kecamatan rumbia sudah sesuai tidak dengan kaidah hukum ekonomi 

Syariah? 

II. Wawancara kepada Masyarakat 

1. Bagaimana sistem pembiayaan sektor publik menurut masyarakat? 

2. Sektor apa saja yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan 

rumbia dalam pembiayaan sektor publik? 

3. Bagaimana implikasi pembiayaan sektor publik di beberapa sektor? 

4. Bagaimana penerapan pembiayan sektor publik di masyarakat apakah 

sangat membantu peningkatan perekonomian dan kesejahteraan? 

5. Bagaimana sistem pembiayaan modal bagi masyarakat dalam 

permbiayaan sektor publik? 

6. Adakah pengaruh yang cukup signifikan dalam pembiayaan sektor 

publik yang dirasakan masyarakat ? 

 

Dokumentasi 

1. Buku Perofil Kecamatan Rumbia 

2. Struktur Organsiasi Kecamatan Rumbia 

3. Pembukuan Kecamatan Rumbia  
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